
 
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 

NOMOR   05   TAHUN   2010 
 

TENTANG 
 

PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PURBALINGGA, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah 

Sakit Umum Daerah Kabupaten Purbalingga telah dilengkapi dengan 
fasilitas-fasilitas baru berupa bangunan, sarana-prasarana dan alat-
alat kesehatan serta jenis-jenis pelayanan baru; 

 
 b. bahwa tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum 

Daerah yang diatur dalam Perauran Daerah Kabupaten Purbalingga 
Nomor 7  Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada 
Rumah Sakit Umum Daerah sudah tidak mencukupi lagi untuk 
menutup sebagian biaya operasional yang dibutuhkan dalam 
pemberian pelayanan kesehatan sehingga perlu disesuaikan dengan 
tingkat perkembangan kondisi masyarakat, disamping adanya jenis 
pelayanan kesehatan yang baru maka perlu segera ditetapkan 
tarifnya; 

 
 c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa 
Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

 
 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan 
Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng 
Taroenadibrata;  

 
Mengingat :  : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah; 

 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 



4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara 
Reublik Indonesia Nomor 4389); 

 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4400); 

 
6. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 
 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang  Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4844); 
 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

9. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor  130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

 
10. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ; 
 

11. Undang-Undang Nomor  44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 4578);  
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan ;   
 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 
tentang Penyidik  Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten 
Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 
Tahun 2003  Seri  D Nomor 10); 
 



16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 16); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA 

 
dan  

 
BUPATI PURBALINGGA 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DAN 
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT 
UMUM DAERAH dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 
 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang 
merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

 
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 

 
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD 

adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng 
Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga. 

 
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. 

Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga. 
 

6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat atau Pegawai yang diberi 
tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan 
yang berlaku. 

 
7. Pelayanan kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan 

kesehatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat untuk 
peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan penyakit serta 
pemulihan kesehatan masyarakat oleh Rumah Sakit Umum 
Daerah dalam bentuk Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat 
Darurat, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Rawat Sehari (One 
Day Care), Pelayanan medis, Tindakan Medis Operatif, 
Tindakan Medis Non Operatif, Pelayanan Penunjang Medis, 
Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Mental, 
Pelayanan Medis Gigi dan Mulut, Pelayanan Penunjang Non 
Medis, Pelayanan Konsultasi khusus, Pelayanan Medico Legal 
dan Pemulasaraan/ perawatan jenazah.  
 

8. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada pasien untuk 
observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan 
pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap. 



 
9. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang 

harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian 
atau cacat. 

 
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, 

perawatan, diagnosa, rehabilitasi medis dan atau kesehatan lainnya dengan 
menempati tempat tidur. 

 
11. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan 

kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi 
medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang 1 
(satu) hari. 

 
12. Pelayanan medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh 

tenaga medis. 
 

13. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan 
pembiusan umum,  pembiusan lokal atau tanpa pembiusan. 
 

14. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan. 
 

15. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk penunjang penegakan 
diagnosis dan terapi. 
 

16. Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan 
kesehatan yang diberikan dalam rangka pemulihan kesehatan, yang diberikan 
dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, terapi okupasi, ortotik/prostetik, 
dan terapi akupunktur. 
 

17. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya 
penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit 
gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah 
Sakit. 
 

18. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan di Rumah 
Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan  medis. 
 

19. Pelayanan Konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk 
konsultasi psikologi, gizi, farmasi klinis, VCT (Voluntary Consulting and Testing) 
dan konsultasi lainnya. 
 

20. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan 
kepentingan hukum. 
 

21. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan 
jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk 
kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepantingan proses 
peradilan. 
 

22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas 
jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, 
pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya. 
 

23. Jasa sarana Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas 
pemakaian sarana dan fasilitas Rumah Sakit. 
 

24. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung jawab biaya 
pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di 
Rumah Sakit. 
 



25. Penerimaan fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai 
imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh 
Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat 
atau instansi Pemerintah lainnya. 
 

26. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya tetap dan variabel pelayanan yang 
diberikan rumah sakit. 
 

27. Bedah Sentral adalah Instalasi sebagai pusat  dilakukannya tindakan – tindakan 
operasi. 

 
28. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

 
29. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

 
30. Retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang 

selanjutnya disebut retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan yang 
dilakukan  oleh Pemerintah Daerah terhadap orang pribadi yang memperoleh 
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.    

 
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan kesehatan dari 

Rumah Sakit Umum Daerah. 
 

32. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan yang 
disediakan atau diberikan oleh  Rumah Sakit Umum Daerah. 

 
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 

obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang sampai 
kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan 
penyetorannya.  

 
34. Petugas Pemungut yang selanjutnya disebut Pemungut adalah perorangan atau 

satuan unit kerja Pemerintah Kabupaten  yang diberi wewenang untuk memungut 
Retribusi  yang ditunjuk oleh Bupati. 

 
35. Kas Daerah adalah Kas Daerah yang ditunjuk oleh Bupati. 

 
36. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah 

surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan penghitungan dan 
pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan 
retribusi daerah. 

 
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat 

ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 
 

38. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat 
yang digunakan Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran 
retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh 
Bupati. 

 
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi 
yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 

 


